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Penelitian ini dilatar belakangi karena Peredaran kosmetik ilegal di Indonesia
semakin meningkat seiring tingginya permintaan masyarakat terhadap produk
kecantikan yang murah dan instan. Kondisi ini menimbulkan risiko serius bagi
kesehatan serta menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan keamanan produk
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan prinsip
kehalalan dalam Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013. Oleh karena itu, penelitian ini
dilakukan untuk memahami bagaimana BPOM menjalankan peran pengawasan
serta penegakan hukum dalam mencegah beredarnya kosmetik ilegal dan
melindungi konsumen.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana peran Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi serta menindak peredaran
kosmetik ilegal di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 Tentang Kesehatan? 2) Bagaimana penegakan hukum mengenai
peredaran dan penindakan produk kosmetik ilegal dalam Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan? 3) Bagaimana praktik pengawasan dan
penegakan hukum yang dilakukan oleh BPOM dalam perspektif Fatwa MUI Nomor
26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika? Adapun yang
menjadi tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan peran Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan dan
penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal di Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2) Untuk menganalisis
penegakan hukum mengenai peredaran dan penindakan produk kosmetik ilegal
dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3)Untuk
menganalisis praktik pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh
BPOM dalam perspektif Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar
Kehalalan Produk Kosmetika.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian
literatur research. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu,
pendakatan kualitatif konseptual. Dalam penelitian ini, data sekunder yang
diperoleh, yaitu dari Kitab Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Fatwa MUI yaitu Fatwa MUI Nomor 26 Tahun
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2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya. Data
diperoleh melalui studi kepustakaan berupa undang-undang, peraturan BPOM,
literatur akademik, fatwa MUI, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.
Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan
menghubungkannya dengan praktik pengawasan BPOM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) BPOM berperan sentral dalam
pengawasan pre-market dan post-market untuk mencegah peredaran kosmetik
ilegal melalui pemeriksaan notifikasi, uji laboratorium, dan pengawasan distribusi.
2) Penegakan hukum berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 memberikan dasar
pidana dan administratif terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal, namun
implementasinya masih terkendala rendahnya kepatuhan dan maraknya penjualan
digital. 3) Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 menegaskan prinsip halal-thayyib,
sehingga kosmetik ilegal yang berbahaya atau tidak jelas komposisinya melanggar
hukum sekaligus syariah; pengawasan BPOM dan fatwa MUI menjadi instrumen
yang saling melengkapi dalam melindungi konsumen.
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This research was conducted because the circulation of illegal cosmetics in
Indonesia has increased in line with the high public demand for cheap and instant
beauty products. This situation poses serious risks to health and violates product
safety regulations as stipulated in Law No. 36 of 2009 and the principles of halal in
MUI Fatwa No. 26 of 2013. Therefore, this research was conducted to understand
how BPOM carries out its supervisory and law enforcement roles in preventing the
circulation of illegal cosmetics and protecting consumers.

The focus of this research is 1) What is the role of the Food and Drug
Supervisory Agency (BPOM) in supervising and taking action against the
distribution of illegal cosmetics in Indonesia based on the provisions of Law
Number 36 of 2009 concerning Health? 2) How is law enforcement regarding the
distribution and prosecution of illegal cosmetic products carried out in Law Number
36 of 2009 concerning Health? 3) How does BPOM conduct supervision and law
enforcement in the perspective of MUI Fatwa Number 26 of 2013 concerning Halal
Standards for Cosmetic Products? The objectives of this research are 1) To describe
the role of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) in conducting
supervision and law enforcement against the distribution of illegal cosmetics in
Indonesia based on Law Number 36 of 2009 concerning Health. 2) To analyze law
enforcement regarding the distribution and crackdown on illegal cosmetic products
in Law Number 36 of 2009 concerning Health. 3) To analyze the supervision and
law enforcement practices carried out by BPOM in the perspective of MUI Fatwa
Number 26 of 2013 concerning Halal Standards for Cosmetic Products.

This type of research is field research with a literature research approach. The
research approach used by the researcher is a conceptual qualitative approach. In
this study, secondary data was obtained from the Law Book, namely Law Number
36 of 2009 concerning Health and the MUI Fatwa, namely MUI Fatwa Number 26
of 2013 concerning Halal Standards for Cosmetic Products and Their Use. The data
was obtained through a literature study in the form of laws, BPOM regulations,
academic literature, MUI fatwas, and other supporting documents. The analysis was
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conducted qualitatively by interpreting legal norms and relating them to BPOM
supervision practices.

The results of the study show that 1) BPOM plays a central role in pre-market
and post-market surveillance to prevent the circulation of illegal cosmetics through
notification checks, laboratory tests, and distribution surveillance. 2) Law
enforcement based on Law No. 36 of 2009 provides a criminal and administrative
basis for illegal cosmetic businesses, but its implementation is still hampered by
low compliance and rampant digital sales. 3) MUI Fatwa No. 26 of 2013
emphasizes the principles of halal-thayyib, meaning that illegal cosmetics that are
dangerous or have unclear compositions violate both the law and sharia; BPOM
supervision and MUI fatwas are complementary instruments in protecting
consumers.
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